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DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS CAIR Rp99 MILIAR 

 
Sumber gambar: 

https://www.dpmpd.kaltimprov.go.id/berita/penyaluran-dana-desa-bisa-hanya-dua-tahap  
 

Isi Berita 

Kudus (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Jawa 

Tengah, mencatat pencairan dana desa hingga pekan ini mencapai Rp99,79 miliar atau 

74,89 persen dari alokasi tahun 2023 sebesar Rp133,25 miliar. 

"Hingga pekan ini, pencairan dana desa untuk alokasi bantuan langsung tunai (BLT) 

sudah memasuki tahap ketiga, sedangkan untuk alokasi non BLT masih tahap kedua 

karena belum 100 persen desa mengajukan pencairan," kata Kepala Seksi Keuangan dan 

Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Slamet di 

Kudus, Sabtu. 

Ia mencatat dari 123 desa di Kabupaten Kudus yang sudah mencairkan untuk kegiatan 

non BLT sebanyak 118 desa, sehingga masih ada lima desa yang proses pengajuan 

pencairan. 

Ia berharap desa yang belum mencairkan dana desa tahap ketiga ini, bisa segera 

menyelesaikannya karena sudah memasuki pekan keempat bulan Agustus 2023. 

Pencairan dana desa yang digunakan untuk kepentingan bantuan langsung tunai (BLT) 

bisa dicairkan setiap triwulan. Sementara pencairan dana desa non-BLT untuk desa 

berstatus maju dan berkembang dilakukan tiga tahap, sedangkan desa berstatus mandiri 

hanya dua tahap. 
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Untuk mengajukan pencairan dana desa setiap tahapnya, imbuh dia, memang ada 

persyaratannya, salah satunya untuk desa maju dan berkembang terkait laporan 

penggunaan dana desa minimal 90 persen dari alokasi tahap pertama dan kedua. 

 

Alokasi dana yang ditransfer ke pemerintah desa untuk mendukung pembangunan desa 

di Kudus tahun anggaran 2023 sebesar Rp301,67 miliar. Meliputi alokasi dana desa 

(ADD), dana desa, bagi hasil pajak dan hasil retribusi, bantuan keuangan provinsi, serta 

bantuan keuangan kabupaten. 

Adapun rinciannya, untuk alokasi dana desa sebesar Rp133,25 miliar, kemudian ADD 

sebesar Rp92 miliar, bagi hasil pajak sebesar Rp17,15 miliar, bagi hasil retribusi Rp3,2 

miliar, bantuan keuangan Provinsi Jateng Rp31,76 miliar, dan bantuan khusus sebesar 

Rp24,2 miliar. (Akhmad Nazaruddin) 
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di-kudus-capai-rp-99-m/, “Sampai Pekan Keempat Agustus, pencairan Dana Desa di 

Kudus Mencapai Rp99 M”, tanggal 27 Agustus 2023 

 

Catatan  

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

● Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus.  Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, 

maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. 
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● Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang 

berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian 

wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk” 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

 


